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 Abstract: Pelayanan publik di tingkat desa memiliki 
peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan 
pemerintahan yang efektif, transparan, dan 
berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Namun, 
masih ditemukan berbagai kendala dalam 
pelaksanaannya, seperti kurang optimalnya 
komunikasi aparatur desa, lambatnya respons 
terhadap kebutuhan masyarakat, serta belum 
maksimalnya penerapan prinsip pelayanan prima. 
Kondisi tersebut menunjukkan perlunya upaya 
peningkatan kapasitas aparatur desa melalui 
pelatihan yang mengintegrasikan aspek manajemen 
pelayanan dan komunikasi responsif. Kegiatan 
Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan 
untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan 
aparatur desa dalam menerapkan manajemen 
pelayanan desa berbasis komunikasi responsif guna 
mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. 
Kegiatan dilaksanakan di Desa Butu, Kecamatan 
Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango dengan 
sasaran aparatur desa dan unsur masyarakat. 
Metode pelaksanaan meliputi penyampaian materi, 
simulasi pelayanan, dan sesi tanya jawab yang 
dilakukan secara partisipatif. Materi yang diberikan 
mencakup konsep manajemen pelayanan publik, 
komunikasi responsif, etika pelayanan, dan 
pelayanan prima. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa 
peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik 
mengenai pentingnya pelayanan yang cepat, tepat, 
transparan, dan berorientasi pada kepuasan 
masyarakat. Melalui simulasi pelayanan, peserta 
mampu memahami penerapan komunikasi responsif 
dalam menghadapi berbagai situasi pelayanan 
secara lebih efektif. Sementara itu, sesi tanya jawab 
memberikan ruang bagi peserta untuk mendiskusikan 
berbagai permasalahan pelayanan yang dihadapi 
serta memperoleh alternatif solusi yang dapat 
diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. 
Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan 
kontribusi positif terhadap peningkatan kapasitas 
aparatur desa dalam mengelola pelayanan publik 
yang lebih profesional, komunikatif, dan responsif. 
Pelatihan manajemen pelayanan desa berbasis 
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komunikasi responsif dapat menjadi salah satu 
strategi pemberdayaan aparatur desa dalam 
mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan 
berkelanjutan. 
  

Keywords:   Manajemen Pelayanan Desa, Komunikasi Responsif, 
Pelayanan Publik, Aparatur Desa, PKM 

 

Pendahuluan  

Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama pemerintahan yang secara 

langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat. Pada tingkat desa, pelayanan publik 

memiliki peran strategis karena desa merupakan institusi pemerintahan yang paling dekat 

dengan warga dan menjadi ujung tombak dalam penyelenggaraan berbagai layanan 

administratif maupun sosial. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa tidak 

hanya menentukan tingkat kepuasan masyarakat, tetapi juga memengaruhi tingkat 

kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Seiring dengan 

meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak-haknya sebagai penerima layanan, 

tuntutan terhadap pelayanan yang cepat, transparan, akuntabel, dan mudah diakses juga 

semakin tinggi. Kondisi tersebut menuntut pemerintah desa untuk terus meningkatkan 

kualitas tata kelola pelayanan agar mampu memberikan layanan yang sesuai dengan harapan 

masyarakat. Dalam konteks pembangunan desa yang berkelanjutan, pelayanan publik yang 

berkualitas menjadi salah satu indikator penting keberhasilan penyelenggaraan 

pemerintahan desa sekaligus sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara 

lebih merata. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparatur desa dalam bidang pelayanan 

publik menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan (Handayani et al., 2023; Amaliya et al., 

2025). 

Dalam praktiknya, berbagai permasalahan pelayanan publik di tingkat desa masih 

sering ditemukan, mulai dari lambatnya proses pelayanan, kurang optimalnya penyampaian 

informasi, rendahnya kemampuan komunikasi aparatur, hingga kurang responsifnya 

aparatur dalam menangani kebutuhan dan keluhan masyarakat. Permasalahan tersebut 

berpotensi menimbulkan ketidakpuasan masyarakat serta menghambat terwujudnya 

pelayanan publik yang efektif. Salah satu faktor yang memengaruhi kualitas pelayanan 

adalah kemampuan aparatur desa dalam membangun komunikasi yang baik dengan 

masyarakat. Komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi 

juga menjadi instrumen untuk membangun hubungan yang harmonis, meningkatkan 

partisipasi masyarakat, serta menciptakan kepercayaan terhadap pemerintah desa. Ketika 

komunikasi berlangsung secara terbuka, jelas, dan responsif, masyarakat akan lebih mudah 

memahami prosedur pelayanan dan merasa dihargai dalam setiap proses pelayanan yang 

diterimanya. Sebaliknya, komunikasi yang kurang efektif sering kali menjadi penyebab 

munculnya kesalahpahaman, keluhan, dan konflik dalam pelayanan publik. Oleh sebab itu, 

peningkatan kualitas komunikasi aparatur desa menjadi salah satu langkah penting dalam 
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upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh (Taufiq & Maldun, 2021; 

Putri et al., 2024). 

Konsep komunikasi responsif menjadi semakin relevan dalam mendukung 

penyelenggaraan pelayanan publik di era saat ini. Komunikasi responsif mengacu pada 

kemampuan aparatur untuk memberikan tanggapan yang cepat, tepat, jelas, sopan, dan 

berorientasi pada penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat. Pendekatan ini tidak 

hanya menekankan kecepatan dalam merespons kebutuhan warga, tetapi juga kemampuan 

memahami aspirasi masyarakat melalui proses komunikasi yang empatik dan partisipatif. 

Aparatur desa yang mampu menerapkan komunikasi responsif akan lebih mudah 

membangun hubungan yang positif dengan masyarakat sehingga pelayanan yang diberikan 

menjadi lebih efektif dan diterima dengan baik oleh warga. Hasil penelitian Zulmasyhur, 

Setiawan, dan Werang (2024) menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif dan responsif 

berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan hubungan antara 

pemerintah desa dan masyarakat, serta peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga 

pemerintahan desa. Temuan tersebut menunjukkan bahwa aspek komunikasi memiliki peran 

yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan pelayanan publik di tingkat desa. 

Selain aspek komunikasi, kualitas pelayanan publik juga dipengaruhi oleh 

kemampuan aparatur dalam menerapkan prinsip-prinsip manajemen pelayanan. Manajemen 

pelayanan mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi 

pelayanan agar layanan yang diberikan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Aparatur 

desa dituntut tidak hanya memahami prosedur pelayanan, tetapi juga mampu mengelola 

proses pelayanan secara sistematis sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat 

secara optimal. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penguatan kapasitas aparatur desa 

melalui pelatihan dan pendampingan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik secara 

signifikan. Dama et al. (2026) menjelaskan bahwa peningkatan kompetensi aparatur dalam 

manajemen pelayanan publik mampu mendukung terciptanya pelayanan yang lebih 

profesional dan berkelanjutan. Sementara itu, Amanda dan Azriah (2022) menegaskan bahwa 

pelatihan dan pendampingan pelayanan publik dapat membantu aparatur desa memahami 

standar pelayanan yang baik sehingga pelayanan menjadi lebih terarah dan berkualitas. 

Dengan demikian, penguatan manajemen pelayanan perlu dipadukan dengan penguatan 

kemampuan komunikasi agar mampu menghasilkan pelayanan publik yang lebih optimal. 

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas komunikasi aparatur desa, pelayanan 

publik, pelayanan prima, pemanfaatan teknologi pelayanan, maupun penguatan kapasitas 

aparatur desa. Sulistyanto et al. (2026) menyoroti pentingnya pelatihan komunikasi aparatur 

desa dalam meningkatkan kemampuan pelayanan publik. Yunaningsih, Kamil, dan Indah 

(2022) menekankan peran pelatihan manajemen komunikasi dalam meningkatkan 

kompetensi aparatur desa. Di sisi lain, Sinduwiatmo (2023) mengungkapkan bahwa pelatihan 

service excellence dan komunikasi efektif dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada 

masyarakat. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih membahas aspek 
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komunikasi dan pelayanan secara terpisah atau hanya berfokus pada salah satu aspek 

tertentu. Kajian yang secara khusus mengintegrasikan manajemen pelayanan desa dengan 

komunikasi responsif dalam satu model pelatihan yang aplikatif masih relatif terbatas. 

Padahal, kedua aspek tersebut memiliki hubungan yang erat dan saling mendukung dalam 

menciptakan pelayanan publik yang berkualitas. Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya 

kebutuhan untuk menghadirkan program penguatan kapasitas aparatur desa yang tidak 

hanya berfokus pada prosedur pelayanan, tetapi juga pada kemampuan komunikasi yang 

responsif dalam menghadapi kebutuhan masyarakat. 

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini 

dilaksanakan melalui program Pelatihan Manajemen Pelayanan Desa Berbasis Komunikasi 

Responsif di Desa Butu, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango. Kegiatan ini 

bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur desa dalam 

mengelola pelayanan publik yang lebih efektif, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan 

masyarakat melalui penerapan komunikasi yang responsif. Pelatihan dilaksanakan dalam 

bentuk penyampaian materi, simulasi pelayanan, dan sesi tanya jawab yang dirancang untuk 

memberikan pemahaman konseptual sekaligus pengalaman praktis kepada peserta. Melalui 

kegiatan ini diharapkan aparatur desa mampu menerapkan prinsip-prinsip manajemen 

pelayanan dan komunikasi responsif secara terpadu dalam pelaksanaan tugas pelayanan 

sehari-hari. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat hubungan antara 

pemerintah desa dan masyarakat sehingga tercipta pelayanan publik yang lebih transparan, 

humanis, dan berkelanjutan. Dengan demikian, program ini tidak hanya berkontribusi 

terhadap peningkatan kapasitas aparatur desa, tetapi juga mendukung upaya peningkatan 

kualitas tata kelola pelayanan publik di tingkat desa secara berkelanjutan. 

 

Metode 

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan dalam 

bentuk pelatihan, sosialisasi, diskusi interaktif, simulasi pelayanan, dan 

pendampingan yang ditujukan kepada aparatur Desa Butu, Kecamatan Tilongkabila, 

Kabupaten Bone Bolango. Pemilihan metode tersebut didasarkan pada kebutuhan 

peningkatan kapasitas aparatur desa dalam mengelola pelayanan publik yang lebih 

profesional, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pelatihan 

dirancang menggunakan pendekatan partisipatif (participatory training) yang 

menempatkan peserta sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran sehingga 

memungkinkan terjadinya pertukaran pengalaman dan penyelesaian masalah 

pelayanan yang dihadapi secara langsung. Pendekatan ini dinilai efektif dalam 

kegiatan pemberdayaan aparatur desa karena mampu meningkatkan pemahaman 

konseptual sekaligus keterampilan praktis dalam memberikan pelayanan publik. 
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Materi yang diberikan meliputi konsep manajemen pelayanan publik desa, pelayanan 

prima (service excellence), etika pelayanan, komunikasi interpersonal, komunikasi 

responsif, serta strategi penanganan keluhan masyarakat. Selain penyampaian materi 

secara teoritis, peserta juga diberikan contoh kasus dan simulasi pelayanan untuk 

memperkuat pemahaman terhadap penerapan komunikasi responsif dalam aktivitas 

pelayanan sehari-hari. Pendekatan pelatihan berbasis praktik dipilih karena terbukti 

mampu meningkatkan kompetensi aparatur dalam memberikan pelayanan yang 

cepat, tepat, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat (Yunaningsih et 

al., 2022; Zulmasyhur et al., 2024; Handayani et al., 2026). 

Tahapan pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu 

tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Pada tahap persiapan, tim 

pelaksana melakukan koordinasi internal, identifikasi kebutuhan mitra, penyusunan 

materi pelatihan, serta komunikasi dengan pemerintah desa terkait pelaksanaan 

kegiatan. Tahap ini bertujuan memastikan bahwa materi yang disampaikan sesuai 

dengan kondisi riil pelayanan publik di tingkat desa. Selanjutnya, pada tahap 

pelaksanaan dilakukan penyampaian materi oleh dosen dan mahasiswa melalui 

metode ceramah, diskusi kelompok, simulasi pelayanan, serta sesi tanya jawab. 

Metode diskusi digunakan untuk menggali pengalaman peserta dalam menghadapi 

berbagai permasalahan pelayanan publik, sedangkan simulasi pelayanan dilakukan 

untuk melatih kemampuan komunikasi responsif ketika berinteraksi dengan 

masyarakat. Tahap evaluasi dilakukan melalui observasi partisipasi peserta, tingkat 

keterlibatan dalam diskusi, kemampuan memahami materi, serta respons peserta 

terhadap pelaksanaan kegiatan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan program dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur 

desa terkait manajemen pelayanan berbasis komunikasi responsif. Model 

pelaksanaan yang mengombinasikan pelatihan, simulasi, dan evaluasi partisipatif 

terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kapasitas 

sumber daya manusia pemerintahan desa (Amanda & Azriah, 2022; Sinduwiatmo, 

2023; Dama et al., 2026). 

Pelaksanaan kegiatan juga melibatkan mahasiswa sebagai fasilitator dan 

pendamping lapangan guna mendukung proses transfer pengetahuan serta 

memperkuat interaksi antara tim pelaksana dan peserta. Keterlibatan mahasiswa 

merupakan bagian dari implementasi pembelajaran berbasis pengalaman 

(experiential learning) yang memungkinkan mahasiswa menerapkan pengetahuan 

akademik secara langsung dalam konteks pengabdian kepada masyarakat. Selama 

kegiatan berlangsung, mahasiswa membantu proses diskusi, dokumentasi, observasi 
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partisipatif, serta pendampingan peserta pada saat simulasi pelayanan. Melalui 

pendekatan kolaboratif antara dosen, mahasiswa, dan aparatur desa, kegiatan ini 

tidak hanya berorientasi pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga mendorong 

perubahan sikap dan perilaku pelayanan yang lebih komunikatif, responsif, dan 

berpusat pada masyarakat. Pendekatan kolaboratif semacam ini sejalan dengan 

prinsip pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas aparatur desa yang 

menekankan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan 

pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, 

metode pelaksanaan yang diterapkan diharapkan mampu menghasilkan perubahan 

nyata dalam praktik pelayanan publik desa serta meningkatkan kepuasan 

masyarakat terhadap layanan yang diberikan pemerintah desa (Mahendra et al., 2021; 

Handayani et al., 2023; Amaliya et al., 2025). 

 

Hasil  

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan tema Pelatihan 

Manajemen Pelayanan Desa Berbasis Komunikasi Responsif dilaksanakan di Kantor 

Desa Butu, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango dengan melibatkan 

aparatur desa, unsur masyarakat, dosen, dan mahasiswa sebagai tim pelaksana. 

Pelaksanaan kegiatan berlangsung sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan 

dan difokuskan pada peningkatan kapasitas aparatur desa dalam memberikan 

pelayanan publik yang lebih efektif, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan 

masyarakat. Kegiatan dilaksanakan melalui penyampaian materi, simulasi 

pelayanan, serta sesi tanya jawab yang dirancang untuk memberikan pemahaman 

konseptual sekaligus pengalaman praktis kepada peserta. Kehadiran peserta yang 

mencapai sekitar 30 orang menunjukkan adanya perhatian dan kebutuhan yang 

cukup besar terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat desa. 

Antusiasme peserta terlihat sejak awal kegiatan hingga berakhirnya seluruh 

rangkaian acara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa isu pelayanan publik dan 

komunikasi aparatur masih menjadi kebutuhan penting dalam mendukung tata 

kelola pemerintahan desa yang lebih baik. Pelaksanaan kegiatan yang berlangsung 

secara partisipatif juga menciptakan suasana belajar yang interaktif sehingga peserta 

dapat menyampaikan pengalaman dan permasalahan yang dihadapi dalam proses 

pelayanan sehari-hari. Temuan ini sejalan dengan hasil pengabdian Yunaningsih et 

al. (2022) yang menyatakan bahwa pelatihan berbasis komunikasi mampu 
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meningkatkan pemahaman aparatur desa terhadap pelayanan publik dan 

memperkuat kemampuan mereka dalam berinteraksi dengan masyarakat.  

Kegiatan diawali dengan penyampaian materi mengenai konsep dasar 

manajemen pelayanan desa sebagai fondasi dalam mewujudkan pelayanan publik 

yang berkualitas. Materi ini menekankan pentingnya perencanaan pelayanan, 

pengelolaan proses pelayanan, pengukuran kualitas pelayanan, serta orientasi 

pelayanan yang berpusat pada kebutuhan masyarakat. Dalam sesi ini, peserta 

diberikan pemahaman bahwa pelayanan publik tidak hanya berfokus pada 

penyelesaian administrasi semata, tetapi juga mencakup bagaimana aparatur desa 

mampu menciptakan pengalaman pelayanan yang nyaman, cepat, dan memuaskan 

bagi masyarakat. Narasumber menjelaskan bahwa pelayanan yang baik memerlukan 

dukungan kemampuan manajerial, komitmen aparatur, serta kesadaran untuk terus 

melakukan perbaikan pelayanan secara berkelanjutan. Diskusi yang berkembang 

menunjukkan bahwa sebagian peserta masih menghadapi berbagai tantangan dalam 

memberikan pelayanan yang optimal, terutama terkait keterbatasan pemahaman 

mengenai standar pelayanan dan pengelolaan komunikasi dengan masyarakat. Oleh 

karena itu, materi ini menjadi langkah awal yang penting dalam membangun 

perspektif baru mengenai pelayanan publik desa yang lebih profesional. Hasil ini 

memperkuat temuan Dama et al. (2026) yang menjelaskan bahwa penguatan 

kapasitas aparatur desa melalui manajemen pelayanan publik berkontribusi terhadap 

peningkatan kualitas layanan dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa.  

Materi berikutnya membahas pentingnya komunikasi responsif dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik desa. Narasumber menjelaskan bahwa 

komunikasi responsif merupakan kemampuan aparatur desa untuk memberikan 

tanggapan yang cepat, jelas, sopan, dan solutif terhadap kebutuhan, pertanyaan, 

maupun keluhan masyarakat. Komunikasi yang responsif tidak hanya berfungsi 

sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga menjadi instrumen untuk 

membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Dalam sesi ini 

peserta memperoleh pemahaman mengenai teknik mendengarkan aktif, penggunaan 

bahasa yang mudah dipahami, kemampuan memberikan klarifikasi informasi, serta 

pentingnya sikap empati dalam pelayanan. Materi ini mendapat perhatian yang 

tinggi karena sebagian besar peserta mengakui bahwa permasalahan pelayanan 

sering kali muncul akibat kurang efektifnya komunikasi antara aparatur desa dan 

masyarakat. Melalui pemahaman tersebut, peserta mulai menyadari bahwa 

keberhasilan pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparatur dalam 

menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan 
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penelitian Taufiq dan Maldun (2021) yang menegaskan bahwa komunikasi aparatur 

desa memiliki pengaruh penting terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di 

tingkat desa.  

Selain membahas komunikasi responsif, kegiatan juga memberikan materi 

mengenai etika pelayanan publik dan pelayanan prima (service excellence). Pada sesi 

ini peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya sikap ramah, disiplin, 

tanggap, profesional, serta kemampuan menjaga hubungan yang harmonis dengan 

masyarakat. Narasumber menekankan bahwa masyarakat tidak hanya menilai 

kualitas pelayanan berdasarkan hasil akhir yang diperoleh, tetapi juga berdasarkan 

cara aparatur memberikan pelayanan selama proses berlangsung. Oleh karena itu, 

pelayanan prima harus menjadi budaya kerja yang diterapkan secara konsisten oleh 

seluruh aparatur desa. Diskusi yang berlangsung menunjukkan bahwa peserta 

memahami pentingnya perubahan perilaku pelayanan sebagai bagian dari upaya 

meningkatkan kepuasan masyarakat. Beberapa peserta juga menyampaikan 

pengalaman terkait keluhan masyarakat yang muncul akibat kurangnya keterbukaan 

informasi dan lambatnya respons pelayanan. Melalui pembahasan tersebut, peserta 

memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana pelayanan prima dapat 

diterapkan dalam aktivitas pelayanan sehari-hari. Hasil ini mendukung temuan 

Sinduwiatmo (2023) yang menyatakan bahwa pelatihan service excellence mampu 

meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat hubungan antara penyedia 

layanan dengan masyarakat.  

Untuk memperkuat pemahaman peserta, kegiatan dilanjutkan dengan 

simulasi pelayanan publik yang menggambarkan berbagai situasi yang sering terjadi 

di kantor desa. Dalam simulasi tersebut peserta diminta mempraktikkan cara 

menerima masyarakat, memberikan informasi pelayanan, menangani pertanyaan, 

serta merespons keluhan secara tepat dan profesional. Simulasi dilakukan secara 

bergantian sehingga seluruh peserta memiliki kesempatan untuk mempraktikkan 

keterampilan komunikasi yang telah dipelajari. Kegiatan ini menjadi salah satu sesi 

yang paling menarik karena peserta dapat langsung mengidentifikasi kesalahan 

komunikasi yang sering terjadi dalam pelayanan sehari-hari. Melalui simulasi 

tersebut, peserta tidak hanya memahami konsep komunikasi responsif secara teoritis, 

tetapi juga memperoleh pengalaman praktis dalam menerapkannya pada situasi 

nyata. Hasil observasi menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan diri peserta 

dalam berkomunikasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pendekatan 

pembelajaran berbasis simulasi seperti ini terbukti efektif dalam meningkatkan 
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kompetensi pelayanan publik karena mampu menghubungkan teori dengan praktik 

secara langsung.  

Pelaksanaan simulasi juga memberikan kesempatan kepada peserta untuk 

memahami pentingnya koordinasi antaraparatur desa dalam memberikan pelayanan 

yang cepat dan efisien. Beberapa skenario pelayanan menunjukkan bahwa kualitas 

pelayanan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu, tetapi juga 

dipengaruhi oleh kemampuan bekerja sama dalam menyelesaikan kebutuhan 

masyarakat. Peserta menyadari bahwa pelayanan yang lambat sering kali disebabkan 

oleh kurangnya koordinasi dan komunikasi internal di lingkungan pemerintahan 

desa. Oleh karena itu, komunikasi responsif perlu diterapkan tidak hanya kepada 

masyarakat tetapi juga dalam hubungan kerja antaraparatur desa. Pemahaman 

tersebut menjadi salah satu hasil penting dari kegiatan ini karena mendorong peserta 

untuk membangun budaya kerja yang lebih kolaboratif dan berorientasi pada 

pelayanan. Temuan ini sejalan dengan hasil pengabdian Sulistyanto et al. (2026) yang 

menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan komunikasi internal aparatur desa 

dapat mendukung efektivitas pelayanan publik dan memperbaiki kualitas hubungan 

kerja dalam organisasi pemerintahan desa.  

Sesi tanya jawab menjadi bagian penting dalam kegiatan karena memberikan 

ruang bagi peserta untuk mendiskusikan berbagai permasalahan pelayanan yang 

mereka hadapi. Berbagai pertanyaan yang muncul berkaitan dengan strategi 

menghadapi masyarakat yang kurang memahami prosedur pelayanan, cara 

menangani keluhan secara profesional, serta upaya meningkatkan keterbukaan 

informasi kepada masyarakat. Tingginya partisipasi peserta dalam sesi ini 

menunjukkan bahwa materi yang disampaikan memiliki relevansi yang tinggi 

dengan kebutuhan mereka. Melalui diskusi yang berlangsung, peserta memperoleh 

berbagai alternatif solusi yang dapat diterapkan dalam konteks pelayanan desa. Sesi 

tanya jawab juga menjadi sarana untuk mengklarifikasi berbagai konsep yang telah 

disampaikan selama pelatihan sehingga peserta memiliki pemahaman yang lebih 

komprehensif mengenai manajemen pelayanan berbasis komunikasi responsif. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan dialogis mampu meningkatkan 

efektivitas proses pembelajaran dan mendorong keterlibatan aktif peserta dalam 

kegiatan pengabdian.  

Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan berlangsung, terlihat adanya 

peningkatan pemahaman peserta mengenai prinsip-prinsip pelayanan publik yang 

berkualitas. Sebelum pelatihan, sebagian peserta masih memandang pelayanan 

publik sebatas penyelesaian administrasi, namun setelah mengikuti kegiatan mereka 
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mulai memahami bahwa pelayanan juga mencakup aspek komunikasi, etika, 

kecepatan respons, dan kepuasan masyarakat. Perubahan pemahaman tersebut 

terlihat dari kemampuan peserta dalam menjelaskan kembali konsep pelayanan 

prima dan komunikasi responsif pada saat diskusi maupun simulasi. Selain itu, 

peserta juga menunjukkan kesadaran yang lebih tinggi terhadap pentingnya 

membangun hubungan yang baik dengan masyarakat sebagai bagian dari tanggung 

jawab pelayanan publik. Hasil ini menunjukkan bahwa kegiatan pelatihan mampu 

memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas aparatur desa dalam 

memberikan pelayanan yang lebih berkualitas dan berorientasi pada masyarakat. 

Temuan tersebut selaras dengan hasil penelitian Zulmasyhur et al. (2024) yang 

menyatakan bahwa penguatan komunikasi aparatur desa dapat meningkatkan 

efektivitas pelayanan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintah desa.  

Secara keseluruhan, kegiatan Pelatihan Manajemen Pelayanan Desa Berbasis 

Komunikasi Responsif memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan 

kapasitas aparatur Desa Butu dalam mengelola pelayanan publik. Melalui kombinasi 

penyampaian materi, simulasi pelayanan, dan sesi tanya jawab, peserta memperoleh 

pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya manajemen pelayanan, 

komunikasi responsif, etika pelayanan, dan pelayanan prima dalam mendukung 

kualitas pelayanan publik. Kegiatan ini juga mendorong tumbuhnya kesadaran 

bahwa pelayanan publik yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh prosedur 

administrasi yang baik, tetapi juga oleh kemampuan aparatur dalam membangun 

komunikasi yang efektif dan responsif dengan masyarakat. Dengan meningkatnya 

pengetahuan dan keterampilan aparatur desa, diharapkan pelayanan publik di Desa 

Butu dapat menjadi lebih cepat, transparan, profesional, dan berorientasi pada 

kepuasan masyarakat. Hasil kegiatan ini sekaligus memperkuat argumentasi bahwa 

integrasi antara manajemen pelayanan dan komunikasi responsif merupakan 

pendekatan yang relevan dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola 

pelayanan publik di tingkat desa. 

 

Kesimpulan 

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan tema Pelatihan 

Manajemen Pelayanan Desa Berbasis Komunikasi Responsif yang dilaksanakan di 

Desa Butu, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango telah berjalan dengan 

baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Melalui kegiatan yang terdiri atas 
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penyampaian materi, simulasi pelayanan, dan sesi tanya jawab, aparatur desa 

memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya manajemen 

pelayanan publik, komunikasi responsif, etika pelayanan, dan pelayanan prima 

dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Proses 

pembelajaran yang berlangsung secara interaktif memberikan kesempatan kepada 

peserta untuk memahami berbagai permasalahan pelayanan yang dihadapi serta 

menemukan solusi yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. 

Selain itu, kegiatan ini juga meningkatkan kesadaran aparatur desa bahwa pelayanan 

publik yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh ketepatan administrasi, tetapi 

juga oleh kemampuan membangun komunikasi yang cepat, jelas, ramah, dan 

berorientasi pada kebutuhan masyarakat.  

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan pelatihan yang 

mengintegrasikan aspek manajemen pelayanan dan komunikasi responsif mampu 

memperkuat kapasitas aparatur desa dalam memberikan pelayanan yang lebih 

profesional, transparan, dan humanis. Antusiasme peserta selama kegiatan, 

keterlibatan aktif dalam simulasi, serta tingginya partisipasi pada sesi diskusi dan 

tanya jawab menjadi indikator bahwa materi yang diberikan sesuai dengan 

kebutuhan aparatur desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh 

karena itu, pelatihan ini dapat menjadi salah satu alternatif strategi pemberdayaan 

aparatur desa dalam mewujudkan tata kelola pelayanan yang lebih efektif dan 

berkelanjutan. Diharapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama 

kegiatan dapat diterapkan secara konsisten dalam praktik pelayanan sehari-hari 

sehingga mampu meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap 

pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. 
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